. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan
ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah
lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi,
sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

185Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana. *

! Satjipto Rahardjo. Op.Cit, him. 11.
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Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa
penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku
juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
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misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang saja (kalangan kelas bawabh).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, maka hal ini menjadi
pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku.
Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga
mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 2

2 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 77.
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Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam

melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya.®

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara,
unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu
dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan
hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan
sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.
Kekuasaan kehakiman dalam sistem tata negara modern, merupakan pilar ketiga
dalam perwujudan kekuasaan negara. Cabang kekuasaan kehakiman merupakan
cabang kekuasaan yang terorganisir dan dijalankan sendiri oleh lembaga
kekuasaan kehakiman. Teori dan konsep pemisahan kekuasaan, khususnya yang
terkait dengan kekuasaan kehakiman, menginginkan suatu independensi peradilan.
Konsep tersebut menekankan pentingnya hakim dapat bekerja (memutus
perkara/sengketa) secara independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan
eksekutif. Bahkan dalam memutus pengujian peraturan perundang-undangan,

hakim juga harus terlepas dari pengaruh politik.

® Ahmad Rifai, Op.Cit., him. 103.
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Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan
kepentingan antara negara (state), pasar (market) dan masyarakat (civil society),
hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok.
Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus
ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu
kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and
impartial) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis
(rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional
democracy). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara,
prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang

kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).*

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau
peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-
undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga
selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok
dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan

peradilan (judiciary Independence), dan 2) ketidakberpihakan hakim dan badan

* Bagir Manan. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian).FH-UII Press. Yogyakarta. 2005.
him. 16-17.
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peradilan (judiciary impartiality). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh
para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga
tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan
pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan Kkarir, sistem manajemen
perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip
ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang

dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-
konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut
terus berkembang. Dalam Forum International Judicial Conference di Bangalore,
India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia
yang kemudian disebut The Bangalore Draft. Selanjutnya draft tersebut terus
mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh
para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau
yang secara resmi disebut sebagai The Bangalore Principles of Judicial Conduct,
yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi
para hakim di dunia, sebagai berikut: >

1. Prinsip Independensi

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya
negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses
pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan
peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara

sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang

% Ibid. him.19-21.
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kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan
peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak
yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap
ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta
pengambilan keputusan.

3. Prinsip Integritas

Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi
setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam
menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus
sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para
hakim.

4. Prinsip Kepantasan

Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin
dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan
perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan
tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan
tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak
merendahkan pihak-pihak lain.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu
memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan

kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.
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6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari
pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan
keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan,
kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional

hakim.

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Bangalore Principles of

Judicial Conduct, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-

prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana

tercantum dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang

baik, yaitu: ®

a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;

b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;

c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang;

d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;

e) Asas imparsialitas (tidak memihak);

f) Asas kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem);

g) Asas objektivitas (no bias);

h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di
mana ia terlibat dalam perkara a quo (nemo Jude in rex sua);

i) Penalaran hukum (legal reasoning) yang jelas dalam isi putusan;

® Ibid. him. 22.



33

J) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
k) Transparansi (keterbukaan);
I) Kepastian hukum dan konsistensi;

m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek
atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal.
Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber
daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan

kepaniteraan yang baik.

Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan
yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, reward and punishment,
remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas,
yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-
prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat
independen, imparsial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-
putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan

hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek
penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen
peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti
kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan
pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang

oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses
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persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori
dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya
registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-
lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan
membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan
transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses

peradilan. ’

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak
badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis
untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara
harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (dismissal procedure)
yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat
peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi
putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan
mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang
sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi
rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang
berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas
untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen
perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari
internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pengadilan.

" Ibid. him. 24.
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B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana.
Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief dalam Heni Siswanto
adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan
keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat
manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya
secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan
perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasilan dan UUD 1945; (b)
keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945°

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto, pada
hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in
abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system
(penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang
kebijkaan pembangunan nasional (national development).® Hni berarti bahwa
penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/perubahan UU; law
making/law reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law

enforcement) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi

® Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan
Perdagangan Orang. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, him.1
® Ibid, hIm.85-86



36

pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan)

hukum nasional.*°

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada
KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda
dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena
kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (national legal framework)
sebagai tempat dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil)
sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan
Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti
penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebin KUHP warisan Belanda)
tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan
(penegakan hukum dan keadilan) dalam system hukum nasional. Dengan kata
lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-
an (dalam konteks sistem hukum nasional/national legal framework) dan bahkan
dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan

hukum pidana di Indonesia. **

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro,

diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu*?

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut

ditegakkan tanpa terkecuali

' Ibid, him.86

 Ibid, him.86

12 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,
Jakarta, 1994, him.76.
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2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-
keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM,

kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan
dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di
dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai
pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana®

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaats), maka setiap orang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui

3 1bid.hIm.77.
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penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan
hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya Sistem peradilan
pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,
dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan
kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah
ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.*

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun
demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks
sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan
kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan
demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran
yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model
kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang
melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan

¥ Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 2.
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hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut
seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam
rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control
suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan

itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *°

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana
substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam
bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan
nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana
yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun
demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks
sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan

15 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.7.
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demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran
yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. *®

Pengertian di atas mengandung makna bahwa sistem peradilan pidana melibatkan
penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil
maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif
maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling
ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi
(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar
peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya
ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.
Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut
seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan
dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime
control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. ’

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap
batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku
kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar

16 Romli Atmasasmita. op cit. him. 2
7 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 7
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pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum
dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due
process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses
hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan
layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara
pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due
process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.*®

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah
sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana
sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum
yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional
mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem
peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah
dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum
berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang
bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi
penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan
segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan

saling mempengaruhi satu sama lain.

18 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 1997. him. 62.
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Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu
bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract sistem dalam arti
gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain
berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk
pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai
institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik
hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai
dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem
yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau
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ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. *°

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup
praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama

membentuk suatu integrated criminal justice sistem.

Integrated criminal justice sistem adalah sinkronisasi atau keserempakan dan

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum.

b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh

mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 2°

Perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan
hukum tidak tertulis, perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-
undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam
masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat
publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari
tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup

hukum internasional dan perubahan-perubahan lain.

9 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. him. 6
% Ibid. him. 7
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Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan,
proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan
dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan
terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah
meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum
tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan
penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat

terhadap unsur-unsur dasar tersebut®

Perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi
hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali
peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi
penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada
masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu
masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit

banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.

Perkembangan demikian ini menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin
komplek. Dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi
masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya.Sebagai salah satu sub-
sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang
terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk

mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan

2l Mardjono Reksodiputro. Op. Cit. him.81
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yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat
dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam
masyarakat. Alat tersebut menunjukkan pekerjaan hukum yaitu: (1) Merumuskan
hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbautan yang dilarang
dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh
menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3)
Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali

hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan?

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam
rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang.
Diantara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya
adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem
hukum formal. Segi yang menandai bentuk yang demikian adalah terdapatnya
kepastian dalam norman-normanya dan segi yang lainnya adalah kekakuan.
Kepastian hukum memang banyak disebabkan karena sifat kekakuan bentuk
pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi
seperti kesen-jangan diantara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta

peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

22 |bid. him. 82
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Tuntutan terhadap terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala
kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan
akan perubahan semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh
tingkah laku anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang
dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Sehingga terdapat
suatu jurang yang memisahkan antara tanggapan hukum di satu pihak dan
masyarakatnya, dilain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan.
Perubahan hukum formal, dapat dilihat dari segi yang berhubungan dengan
fungsi-fungsi yang dijalankan oleh hukum, menyangkut pengertian hukum
sebagai sarana pengintegrasian, yang kemudian lebih dijabarkan lagi ke dalam
fungsinya yang berlainan seperti fungsi kontrol sosial. Dengan terjadinya
perubahan-perubahan, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa
sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul,

tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat®

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang
tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum
melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum
untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana
kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi®*

23
24

Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. him. 51

Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti.
Bandung.. 2002. HIm. 16
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Perubahan terhadap hukum dapat dilakukan melalui pembangunan hukum, yang
bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positip sendiri
sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat
perkembangan yang mutakhir; dan sebagai usaha untuk memfungsionalkan
(memberdayakan) hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut
mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu

masyarakat yang sedang membangun.
C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan®

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.®

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan

2 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19

% p AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. him. 16.
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masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau
kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan
dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang
harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. %

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki
unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) adalah:

2 1bid. him. 17.
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Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP:

1)
2)
3)

4)

5)

Dilakukan dengan sengaja

Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Dilakukan dengan melawan hukum

Menggerakan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa
memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong
Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang

menghapuskan piutang

Penipuan dapat terbagi atas beberapa pasal yaitu :

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Penipuan Biasa (Pasal 378 KUHP)

Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Penipuan merupakan kebiasaan (Pasal 379 a KUHP)

Penipuan dilakukan dengan pemalsuan nama/ tanda terhadap hasil karya /
ciptaan seseorang (Penipuan hak cipta) (Pasal 380 KUHP)

Penipuan terhadap perasuransian (Pasal 381 dan 382 KUHP)

Penipuan jual beli (Pasal 383 KUHP)

Penipuan terhadap benda tak bergerak (Berupa tanah/Stellmeat) (Psal 385
KUHP)

Penipuan dana penjualan bahan makanan dan obat-obatan (Pasal 386 KUHP)

Penipuan dalam pemborongan (Pasal 387 KUHP)
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10) Penipuan dangan memberikan gambar yang tidak benar tentang surat berharga
(pasal 391 KUHP)

11) Penipuan dengan menyusun neraca palsu (Pasal 392 KUHP)

12) penipuan dengan memalsukan nama firma atau merek atas barang dagangan
(Pasal 393 KUHP)

13) Penipuan dengan lingkungan Pengacara (Pasal 393 Bis KUHP)

Unsur-unsur yang terdapat dalan Pasal 379 a KUHP :

1) Dilakukan dengan sengaja

2) Membeli barang-barang/mendapatkan barang-barang untuk dirinya sendiri
atau orang lain dengan tidak membayar lunas

3) Perbuatan ini dilakukan karena kebiasaan atau mata pencarian

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 383 KUHP:

1) Penjual menipu pembeli

2) Sengaja mengarahkan barang lain dari yang ditunjuk oleh pembeli

3) Penjual mempergunakan tipu muslihat yang berkaitan dengan sifat, keadaan,

jumlah barang

Unsur-unsur yang terapat dalam Pasal 386 KUHP :

1) Dilakukan dengan sengaja

2) Menjual, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan bahan makanan,
minuman dan obat-obatan.

3) Si pelaku mengetahui barang tersebut dipalsukan pemalsuannya

disembunyikan
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D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang yang Mengatur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-

undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku 2

Pegawai Negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan di Indonesia.

Pegawai Negeri di Indonesia terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan
pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen,
kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di
daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di
Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri

atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.”®

Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi
induknya. Jika demikian, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima
pembantuan. Di samping PNS, pejabat yang berwenang dapat mengangkat

Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut pula honorer; yaitu pegawai yang

%8 Mohamad Ismail, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara
dan Abdi Masyarakat, Mandar Maju, Bandung. 2003. him.32.
? Ibid. him.33-34.
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diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan
birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan
menjadi 2, yaitu:

a. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur
organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang
terendah (eselon 1V/b) hingga yang tertinggi (eselon 1/a). Contoh jabatan
struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala
Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah
adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala
bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

b. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam
struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh
organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru,
dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer,

statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. *

Setiap PNS memiliki hak memperoleh kenaikan pangkat, yakni penghargaan yang
diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya. Ada beberapa jenis kenaikan
pangkat, diantaranya kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan

(misalnya karena menduduki jabatan fungsional dan struktural tertentu,

%0 Sedarmayanti. Loc. Cit. him.21-22.
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menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan
baru yang bermanfaat bagi negara), kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan
pangkat pengabdian. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

bisa mendapatkan penghargaan yang disebut Satyalencana Karya Satya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara
dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD
1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung

pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah®!

Undang-undang yang mengatur tentang PNS di antaranya adalah Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menurut Pasal 3
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan:

1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan.

2) Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat tanpa kecuali dengan tidak membedakan suku, agama, ras,
golongan dan lain-lain.

3) Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang terlibat dalam
kegiatan politik praktis.

Ketentuan lainnya adalah Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disiplin PNS adalah kesanggupan
PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang bila tidak

ditaati/dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

L 1bid him.24
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PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau
Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.Dengan tidak mengesampingkan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran

disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang; dan
¢. Hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf
a terdiri dari:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf
b terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c
terdiri dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d

. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS;
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

E. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas

legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip
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bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam
beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah
kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun
kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan®

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk
untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak
pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus
digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan
spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi
perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana
dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya
kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas

(overbelasting) dalam melaksanakannya™®

%2 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 23
% Ibid. him. 23
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Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus
mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu

kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1) Kesengajaan (opzet)

Menurut Moeljatno, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari

tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan Kkesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.
Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas
dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat
tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat
yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan
untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian
akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena
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merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya®*

2) Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa
dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa,
culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan
pidana. Delik culpa mengandung dua macam, vyaitu delik kelalaian yang
menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam
dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara
keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat
dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu

menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. *

Selanjutnya Menurut Moeljatno, syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik

kealpaan yaitu:

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan
terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar.
Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan.
Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang
mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak
mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana

sikap berbahaya

3 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 46
% Ibid. him. 48
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2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum,
mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,
kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam

caranya melakukan perbuatan. *°

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme
untuk  menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk
dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya

itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Seseorang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, akan
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut
melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan
hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan
bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada
kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu
dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang
telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini

dia mempunyai kesalahan®’

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan

menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

% 1bid. him. 49
%7 1bid.him. 50
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a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si
pembuat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati
atau lalai

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan
bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya
kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk
dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan
bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap
orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-
tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam
hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa
terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih
meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak
berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1
KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

% bid. him.51
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terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal

dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila
hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus
memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau
sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak
kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus
menerus.

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku
melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul
sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab

terdakwa tidak dapat dikenai hukuman®

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk, adalah merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut
adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan
tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang
tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

% Moeljatno, Op. Cit. him. 52
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perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. +°

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban
pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana
atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka
orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya.
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan
perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang
mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan tersebut.
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,
unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure),
substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta
lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi
Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim

hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim

0 Mardjono Reksodiputro. Op. Cit him. 53-54
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dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar

atau dilaksanakan. **

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini
dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah
sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga
sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Budaya hukum
menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai

masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,
namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena
itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum
merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu
tidak bertentangan dengan hukum.

b) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum

1 1bid. hIm.81.
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dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran
adalah suatu kebejatan.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia Yyang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peranan semestinya.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak
hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar
untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya
hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang
menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak
penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.**

*2 Sperjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka
Cipta. Jakarta. 1986. him.8-12
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G. Ringkasan Putusan Nomor: 137/Pid/2013/PT.TK

1. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam putusan Nomor:137/Pid./2013/PT.TK. adalah:

Nama : Lasmidar Binti Wahab

Tempat lahir : Negara Bumi Udik

Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/20 Februari 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Terbanggi Besar RT.01 RW.04 Kecamatan Terbanggi

Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama > Islam

Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan dari:

a. Penyidik, tidak melakukan penahanan;

b. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-
152/N.8.18.3/Epp.2/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, terhitung mulai tanggal 18
Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;

c. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, berdasarkan Penetapan Nomor:
305/Pen.Pid/2013/PN.GS. tanggal 26 Juni 2013, terhitung mulal tanggal 26
Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013; Pengalihan Penahanan dari
Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah berdasarkan Penetapan
No0.237/Pen.Pid.B/2013/ PN.GS. tanggal 23 Juli 2013, terhitung mulai tanggal

23 Juli 2013;
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Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: 1.
Andanan Idris, S.H., 2. Kabul Budiono, S.H., dan 3. Eksan Nawawi, S.H.,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Andanan Idris, SH & Rekan, beralamat di
Perum Tanjung Raya Permai Blok A4 No.12 Tanjung Senang, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:52JSK/2013/ PN.GS. tanggal 10 Juli

2013;

2. Kronologis Perkara

Bahwa terdakwa Lasmidar Binti Wahab pada tanggal 8 November 2009 sekira
jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2009 bertempat di
rumah terdakwa yang beralamat di Terbanggi Besar Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya di suatu tempat
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

a. Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Resnawati menitipkan
atau menyerahkan kepada terdakwa Lasmidar Binti Wahab sebesar
Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti tanda terima berupa
kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri, saksi korban mengenal
terdakwa berawal dikenalkan oleh sdri. Fera Indah, dari pembicaraan
Resnawati dengan sdri. Fera melalui telepon bahwa sdri. Fera mempunyai
teman yang bisa memasukkan saksi Resnawati untuk menjadi PNS,

selanjutnya saksi Resnawati dikenalkan kepada terdakwa Lasmidar dan
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kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Resnawati disuruh
datang ke rumah terdakwa dan saksi Resnawati ditemani oleh Fera
mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang yang telah diminta oleh
terdakwa. Selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa meminta
uang sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi
akan tetapi saksi Resnawati hanya membawa uang sebesar Rp 40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh
lima juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Resnawati dengan terdakwa
Lasmidar binti Wahab akan saksi serahkan uang tersebut setelah diterima
menjadi PNS, selanjutnya saksi Resnawati menyerahkan uang sebesar
Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disertai
tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, dan
terdakwa setelah menerima uang tersebut berkata "lbu ini uang yang saya
terima dan paling lama 4 (empat) bulan positif diterima menjadi PNS";

b. Setelah 4 (empat) bulan saksi Resnawati menanyakan perihal penerimaan PNS
tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak
mengembalikan uang yang telah saksi Resnawati serahkan kepada terdakwa.
Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Resnawati mengalami kerugian
sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang
pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
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a. Menyatakan terdakwa Lasmidar Binti Wahab bersalah melakukan tindak
pidana "Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum,
diatur dalam Pasal 378 KUHP;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasmidar Binti Wahab oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa
ditahan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;

c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang
untuk jadi PNS sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 8
November 2009 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari
terdakwa Lasmidar untuk mengembalikan uang kepada korban Resnawati
tertanggal 21 Mei 2012; Dikembalikan kepada saksi korban Resnawati;

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000,- (seribu rupiah);

4. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan tanggal 26

September 2013 Nomor:237/Pid.B/2013/PN.GS., yang amamya berbunyi sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmidar Binti Wahab terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu
dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim

bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan
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berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; terhitung sejak

tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.

5. Permintaan Banding

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata-cara serta
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding
tersebut formil dapat diterima. Dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut tidak mencerminkan rasa
keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku yang
merugikan orang lain dengan cara penipuan.

b. Pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang dijerakan (special
deterent effect) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana
lain tiak berbuat, akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak mempunyai dampak yang menjerakan
terdakwa dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang
di masyarakat dimana penjatuhan pidana yang ringan tidak dapat diharapkan
sebagai daya tangkal bagi calon tersangka lainnya yang akan melakukan
perbuatan yang serupa.

c. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus perkara
ini di tingkat banding sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan pada

tanggal 02 September 2013.
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6. Pertimbangan Hakim

Sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan
putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, karena
semua unsur-unsur dan pasal yang didakwakan itu telah terpenuhi dan
pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut
Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga perlu ditambah dengan pertimbangan
sebagai berikut:
a. Bahwa kerugian yang dialami saksi korban cukup besar, yaitu Rp40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum/ tidak dikembalikan
b. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apalagi seorang guru,
seharusnya memberi contoh tauladan yang baik kususnya bagi siswa-siswa
dan masyarakat pada umumnya, akan tetapi justru melakukan perbuatan

tercela dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 September 2013 Nomor:
237/Pid.B/2013/PN.GS. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 huruf k KUHAP, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam
tahanan Rutan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya

dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.
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7. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengingat Pasal 378 KUHP,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili:

a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Gunung Sugih tersebut;

b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:237/Pid.B/

2013 PN.GS., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana

yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyatakan Terdakwa Lasmidar Binti Wahab terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan”

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selamal (satu) tahun;

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penitipan
uang untuk jadi PNS sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
tertanggal 8 November 2009;

1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari terdakwa Lasmidar

untuk mengembalikan uang kepada korban


http://pn.gs/

